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TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMINTAAN
PELINDUNGAN HAKIM DAN APARATUR PERADILAN BESERTA
KELUARGANYA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa Hakim beserta keluarganya berhak
mendapatkan pelindungan dari kekerasan
dan/atau ancaman  kekerasan dalam
mengadili perkara tindak pidana terorisme;
bahwa dalam mengadili perkara tindak pidana
terorisme  berpotensi terjadi ancaman
kekerasan terhadap Hakim dan keluarganya
baik di lingkungan pengadilan, di luar
pengadilan, maupun di lingkungan tempat
tinggal;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua
Mahkamah Agung tentang Standar
Operasional Prosedur Permintaan
Pelindungan Hakim dan Aparatur Peradilan
beserta Keluarganya dalam Perkara Tindak

Pidana Terorisme;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah
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beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997
tentang Peradilan Militer;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun
2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013
Tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019
tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme
dan Pelindungan terhadap Penyidik, Peauntut

Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan;
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7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan
Terorisme Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pelaksanaan
Pelindungan bagi Penyidik, Penuntut Umum,
Hakim dan Petugas Pemasyarakatan Bese-ta
Keluarganya dalam Perkara Tindak Pidana

Terorisme;

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERMINTAAN PELINDUNGAN HAKIM DAN
APARATUR PERADILAN BESERTA KELUARGANYA
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME.
Standar  Operasional Prosedur Permintaan
Pelindungan Hakim dan Aparatur Peradilan
Beserta Keluarganya dalam Perkara Tindak Pidana
Terorisme pada Mahkamah Agung dan pengadilan
dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan
militer dengan ketentuan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari keputusan ini.
Format surat Permintaan Pelindungan Hak:m dan
Aparatur Peradilan beserta Keluarganya dalam
perkara tindak pidana terorisme pada Mahkamah
Agung dan pengadilan dalam lingkungan peradilan
umum dan peradilan militer sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II dan merupakan
bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
Format surat Permintaan Penghentian Pelindungan
Hakim dan Aparatur Peradilan beserta Keluarganya
dalam perkara tindak pidana terorisme pada

Mahkamah Agung dan pengadilan dalam
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lingkungan peradilan umum dan peradilan milizer
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
keputusan ini.

Hakim dan Aparatur Peradilan beserta Keluarganya
tidak dikenakan biaya atas Pelindungan yang
diberikan kepadanya.

Keputusan i1ni mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian
hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Oktober 2022

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

SR SR B e B0 o e

i

Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial

Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI

Para Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI

Panitera Mahkamah Agung RI

Sekretaris Mahkamah Agung RI

Para Pejabat Eselon I pada Mahkamah Agung RI

Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding di seluruh
Indonesia

Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh
Indonesia.
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LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGJUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 315 /KMA/SK/X/2022
TANGGAL : 24 Oktober 2022

STANDAR OFERASIONAL PROSEDUR PERMINTAAN PELINDUNGAN
HAKIM DAN APARATUR PERADILAN BESERTA KELUARGANYA

DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME

KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini, yang dimaksuc

dengan:

1.

Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua
lingkungan peradilan yang mengadili perkara tindak pidana
terorisme.

Pengacilan adalah pengadilan tingkat pertama dan pengadilan
tingkat banding dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan
militer yang mengadili perkara tindak pidana terorisme.
Pelindungan adalah jaminan rasa aman yang diberikan oleh
negara kepada Hakim dan Aparatur Peradilan beserta
keluarganya dari kekerasan dan/atau ancaman kekerasar dalam
mengadili perkara tindak pidana terorisme.

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang
oleh undang-undang untuk mengadili perkara tindax pidana
terorisme termasuk di dalamnya Pimpinan Mahkzamah
Agung,/Pengadilan.

Aparatur Peradilan adalah aparatur Mahkamah
Agung,/Pengadilan yang langsung atau tidak langsung merangani
perkara tindak pidana terorisme.

Keluafga adalah istri/suami, orang tua, anak, orang yang tinggal
serumah dan/atau anggota keluarga lainnya.

Panitera Mahkamah Agung adalah pejabat yang memimpin
Kepaniteraan | Mankamah Agung sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.



I1.

10.

: s

L

-6-

Panitera Pengadilan adalah pejabat yang memimpin Kepaniteraan
Pengacilan sesua: dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang se.anjutnya
disingkat BNPT adalah badan yang menyelenggarakan urasan di
bidang penanggulangan terorisme.

Potensi Tingkat Ancaman adalah ancaman atau kemur.gkinan
ancaman kepada Hakim dan Aparatur Peradilan beserta
Keluarganya yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya
dalam bentuk ancaman langsung maupun tidak langsung.

Surat adalah surat dalam bentuk elektronik dan/atau non
elektronik.

Hari adalah hari kalender.

RUANG LINGKUP

L

Hakim dan Aparatur Peradilan yang langsung atau tidak langsung
menangani perkara tindak pidana terorisme beserta Keluarganya
sebelum, selama proses maupun sesudah proses pemeriksaan
perkara tindak pidana terorisme diberi Pelindungan oleh negara
dari kemungkinan ancaman yang membahayakan ciri, jiwa,
dan/atau hartanya.

Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 berupa

Pelindungan secara langsung atau Pelindungan berdesarkan

permirtaan, sebagai berikut.

a. D:berikan dalam bentuk Pelindungan atas keamanan pribadi
dari ancamar: fisik dan mental, kerahasiaan identitas dan
bentuk Pelindungan lain yang diajukan secara khusus oleh
Hakim dan Aparatur Peradilan beserta Keluarganya.

b. Dapat dihentikan berdasarkan permintaan dari Hakim dan
Aparatur Peradilan atau berdasarkan penilaian Kepolisian
Negara Republik Indonesia dan BNPT bahwa Pel:ndungan
tidak diperlukan lagi.
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[II. PELINDUNGAN SECARA LANGSUNG

1. Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat kasasi/peninjauan

kembali.

a.

Paling lama 1 (satu) Hari setelah Ketua Makkamah
Agung/Ketua Kamar Pidana/Ketua Kamar Militer menunjuk
Majelis Hakim yang mengadili perkara tindak pidana
terorisme, Panitera Mahkamah Agung/pejabat yang ditunjuk
membuat dan menyampaikan Surat identitas Majelis Hakim
dan Aparatur Peradilan/susunan persidangan yang oersifat
sangat ranhasia kepada Kepala BNPT Cq. Deputi Bidang
Penindakan dan Pembinaan Kemampuan dengan tembusan
kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara, sebagai
bahan untuk melakukan koordinasi dengan BNPT tentang
pemberian Pelindungan secara langsung kepada Hakim dan
Aparatur Peradilan.
Pelindungan secara langsung diberikan juga kepada
Keluarga Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat
kasasi/peninjauan kembali, yang terdiri atas:
1) istri/suami;
2) anak; dan/atau
3) orang yang tinggal serumah.
Koordinas: antara Panitera Mahkamah Agung dengan BNPT
sebagaimana dimaksud dalam huruf a:
1) paling sedikit membahas mengenai:

a) perkara tindak pidana terorisme;

b) identitas subjek yang menangani perkara tindak

pidana terorisme;

c) identitas subjek yang dilindungi;

d) Dbentuk/tingkat ancaman; dan

e) usulan waktu dan bentuk Pelindungan;
2) paling sedikit menetapkan:

a) pemberian Pelindungan;

b) waktu Pelindungan; dan
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c) bentuk Pelindungan.
Dalam hal hasil koordinasi menetapkan memberikan
Pelindungan secara langsung kepada Hakim dan Aparatur
Peradilan tingkat kasasi/peninjauan kembali, Panitera
Mahkamah Agung/pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua)
Hari  setelah menerima Surat pelaksanaan permberian
Pelindungan dari BNPT, memberizahukan Surat tsrsebut
kepada Hakim/Aparatur Peradilan tingkat
kasasi/peninjauan kembali beserta Keluarganye yang

mendapatkan Pelindungan.

2. Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat banding/tingkat pertama.

a.

Paling lama 1 (satu) Hari setelah Ketua/Kepala Pengadilan
menunjuk Majelis Hakim yang mengadili perkara tindak
pidana terorisme, Panitera Pengadilan/ pejabat yang ditunjuk
membuat dan menyampaikan Surat identitas Pimpinan
Pengadilan, Majelis Hakim dan Aparatur Peradilan/susunan
persidangan yang bersifat sangat rahasia kepada Kepala
BNPT Cq. Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan
Kemampuan dengan tembusan kepada Majelis Hakim yang
mengadili perkara, sebagai balkan untuk melakukan
koordinasi dengan BNPT tentang pemberian Pelindungan
secara langsung kepada Hakim dan Aparatur Peradilan.
Pelindungan secara langsung diberikan juga kepada
Keluarga Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat
banding/tingkat pertama, yang terdiri atas:

1) istri/suami;

2) anak; dan/atau

3) orang yang tinggal serumah.

Koordinasi &ntara Panitera Pengadilan dengan BNPT
sebagaimana dimaksud dalam hurcf a:

1) paling sedikit membahas mengenai:

a) perkara tindak pidana terorisme;
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b) identitas subjek yang menangani perkara tindak
pidana terorisme;
c) identitas subjek yang dilindungi;
d) Dbentuk/tingkat ancaman; dan
e) usu.an waktu dan bentuk Pelindungan;
2) paling sedikit menetapkan:
a) pemberian Pelindungan;
b) waktu Pelindungan; dan
c) bentuk Pelindungan.

d. Dalam hal hasil koordinasi menetapkan memberikan
Pelindungan secara langsung kepada Hakim dan Aparatur
Peradilan tingkat banding/tingkat pertama, Panitera
Pengadilan/pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) Hari
sectelah menerima  Surat  pelaksanaan pemberian
Pelindungan dari BNPT, memberitahukan Surat tersebut
kepada Hakim/Aparatur Peradilan tingkat banding/tingkat
pertama  beserta  Keluarganya yang mendzpatkan

Pelindungan.

IV. PELINDUNGAN BERDASARKAN PERMINTAAN
A. PERMINTAAN PELINDUNGAN

1. Hakim dan Aparatur Peradilan tirgkat kasasi/pen:njauan
kembali.

a. Paling lama 2 (dua) Hari setelah Ketua Mahkamah
Agung/Ketua Kamar Pidana/Ketua Kamar Militer
menunjuk Majelis Hakim yaﬂg mengadili perkara tindak
pidana terorisme, Panitera Mahkamah Agung/pejabat
yang ditunjuk mengajukan permintaan Pelindungan
Hakim dan Aparatur Peradilan kepada BNPT melalui
Ketua Mahkamah Agung/pgjabat yang ditunjuk,
dengan tembusan kepada Majelis Hakim yang mengadili

perkara tindak pidana terorisme.
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Surat permintaan Pelindungan sebagaimana dimaksud

huruf a paling sedikit memuat:

1) nomor perkara;

2) nama terdakwa/terpidana/narapidana;

3) Surat penetapan penunjukan Majelis Hakim dan
Aparatur Peradilan;

4) identitas Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat
kasasi/peninjauan kembali sebagai berikut:

a) nama lengkap;

b) jabatan;
c) NIP/NRP;
d) NIK;

e) Jenis kelamin;

f) alamat sesuai KTP;

g) alamat tempat tinggal; dan

h) alamat tempat kerja.
5) alasan permintaan Pelindungan;
6) bentuk Pelindungan yang dimintakan; dan
7) informasi Potensi Tingkat Ancaman.
Surat permintaan Pelindungan juga dapat diajukan
terhadap Keluarga Hakim dan Aparatur Peradilan
tingkat kasasi/peninjauan kembali dengan memuat hal
dan identitas sebagaimana dimaksud pada huruf b,
yang terdiri atas:
1) istri/suami;
2) anak;
3) orang yang tinggal serumah; dan/atau
4) anggota keluarga lainnya.
Panitera Mahkamah Agung meminta informasi
sebagaimana dimaksud dalam huruf ¢ dari Majelis
Hakim  dan/atau  Aparatur Peradilan  tingkat

kasasi/peninjauan kembali.
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Panitera Mahkamah Agung melakukan koordinasi
dengan BNPT terkait Pelindungan terhadap Hakim dan
Aparatur Peradilan tingkat kasasi/peninjauan kembali
beserta Keluarganya yang paling sedikit menetapkan:

1) pemberian Pelindungan;

2) waktu Pelindungan; dan

3) bentuk Pelindungan.

Dalam hal hasil koordinasi menetapkan memberikan
Pelindungan berdasarkan permintaan kepaca Hakim
dan Aparatur Peradilan tingkat kasasi/pen:njauan
kembali, Panitera Mahkamah Agung/pejabat yang
ditunjuk paling lama 2 (dua) Hari setelah menerima
Surat pelaksanaan pemberian Pelindungan dar: BNPT,
memberitahukan Surat tersebut kepada
Hakim/Aparatur Peradilan tingkat kasasi/pen:njauan
kembali beserta Keluarganya yang mendapatkan

Pelindungan.

2. Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat banding/tingkat

pertama.

a.

Paling lama 2 (dua) Hari sectelah Ketua,/Kepala
Pengadilan menunjuk Majelis Hakim yang mengadili
perkara tindak pidana terorisme, Panitera
Pengadilan/pejabat yang  ditunjuk  mengajukan
permintaan Pelindungan Hakim dan Aparatur Peradilan
kepada BNPT melalui Ketua/Kepala Pengadilan, dengan
tembusan kepada Majelis Hakim yang mengadili
perkara tindak pidana terorisme.

Surat permintaan Pelindungan secbagaimana dimaksud
huruf a paling sedikit memuat:

1) nomor perkara;

2) nama terdakwa/terpidana/narapidana;

3) Surat penetapan penunjukan Majelis Hakim dan

Aparatur Peradilan;
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4) identitas Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat

banding/tingkat pertama sebagai berikut:

a) nama lengkap;

b) jabatan;

c) NIP/NRP;

d) NIK;

e) jenis kelamin;

f) alamat sesuai KTP;

g) alamat tempat tinggal; dan

h) alamat tempat kerja.
S5) alasan permintaan Pelindungan;
6) bentuk Pelindungan yang dimintakan; dan
7) informasi Potensi Tingkat Ancaman.
Surat permintaan Pelindungan juga dapat diajukan
terhadap Keluarga Hakim dan Aparatur Peradilan
tingkat banding/tingkat pertama dengan memuat hal
dan identitas sebagaimana dimaksud pada huruf b,
yang terdiri atas:
1) istri/suami;
2) anak;
3) orang yang tinggal serumah; dan/atau
4) anggota Keluarga lainnya.
Panitera Pengadilan meminta informasi sebagaimana
dimaksud dalam huruf ¢ dari Majelis Hakim dan,atau
Aparatur Peradilan tingkat banding/tingkat pertama.
Panitera Pengadilan melakukan koordinasi dengan
BNPT terkait Pelindungan terhadap Hakim dan
Aparatur Peradilan tingkat banding/tingkat pertama
beserta Keluarganya yang paling sedikit menetapkan:
1) pemberian Pelindungan;
2) waktu Pelindungan; dan

3) bentuk Pelindungan.
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Dalam hal hasil koordinasi menetapkan memberikan
Pelindungan berdasarkan permintaan kepada Hakim
dan Aparatur Peradilan tingkat banding/tingkat
pertama, Panitera Pengadilan/pejabat yang ditunjuk
paling lama 2 (dua) Hari setelah menerimz Surat
pelaksanaan pemberian Pelindungan dari ENPT,
memberitahukan Surat tersebut kepada
Hakim/Aparatur Peradilan tingkat banding/tingkat
pertama beserta Keluarganya yang mendzapzatkan

Pelindungan.

B. PELINDUNGAN MENDESAK

1. Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat kasasi/peninjauan

kembali.

a.

Dalam hal Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat
kasasi/peninjauan kembali sejak ditunjux untuk
mengadili perkara dan/atau dalam hal Pelindungan
telah dihentikan tetapi dalam keadaan mencesak
karena terdapat ancaman yang sudah nvata dan
membahayakan fisik dan mental, Hakim dan Aparatur
Peradilan tingkat kasasi/peninjauan kembali dapat
meminta Pelindungan melalui call center Pelindungan
BNPT.

Paling lama 1 (satu) Hari setelah mendapzatkan
Pelindungan terhadap diri beserta Keiuarganya
sebagaimana dimaksud huruf a, Hakim dan Aparatur
Peradilan tingkat kasasi/peninjauan kembali karus
memberizahukan Pelindungan yang  sudah
dilaksanakan kepada Ketua Mahkamah Agung.

Apabila Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat
kasasi/peninjauan kembali telah memberitahukan
Pelindungan sebagaimana dimaksud huruf b, Paritera
Mahkamah Agung/pejabat yang ditunjuk Fkarus

menyampaikan Surat  permintaan persetujuan
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Pelindungan kepada BNPT paling lama 3 (tiga) Hari
setelah Pelindungan dilaksanakan.

Panitera Mahkamah Agung meclakukan komunikasi
langsung dengan BNPT terkait perlunya Pelindungan
segera terhadap Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat
kasasi/peninjauan kembali beserta Keluarganya
maupun karena kurang optimalnya Pelindungan yang

diberikan.

2. Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat banding,tingkat

pertama

a.

Dalam hal Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat
banding,/tingkat pertama sejak ditunjuk untuk
mengadili perkara dan/atau dalam hal Pel:ndungan
telah dihentikan tetapi dalam keadaan mendesak
karena terdapat ancaman yang sudah nyata dan
membahayakan fisik dan mental, Hakim dan Aparatur
Peradilan tingkat banding/tingkat pertama  dapat
meminta Pelindungan melalui call center Pel:ndungan
BNPT.

Paling lama 1 (satu) Hari setelah mendapatkan
Pelindungan terhadap diri Dbeserta Keluarganya
sebagaimana dimaksud huruf a, Hakim dan Aparatur
Peradilan tingkat banding/tingkat pertama harus
memberitahukan Pelindungan yang sudah
dilaksanakan kepada Ketua/Kepala Pengadilan.
Apabila Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat
banding/tingkat pertama telah memberitahukan
Pelindungan sebagaimana dimaksud huruf b, Panitera
Pengadilan/pejabat vang - ditunjuk harus
menyampaikan Surat permintaan persetujuan
Pelindungan kepada BNPT paling lama 3 (tiga) Hari

setelah Pelindungan dilaksanakan.
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Panitera Pengadilan melakukan komunikasi langsung
dengan BNPT terkait perlunya Pelindungan segera
terhadap Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat
banding/ tingkat pertama beserta Keluarganya maapun

karena kurang optimalnya Pelindungan yang diberikan.

V. PENGHENTIAN PELINDUNGAN

A. PENGHENTIAN BERDASARKAN PERMINTAAN

1. Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat kasasi/peninjauan

kembali.
a. Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat
kasasi/peninjauan  kembali dapat  mengajukan

permintaan penghentian Pelindungan kepada BNPT
melalui Ketua Mahkamah Agung.

Ketua Mahkamah Agung/pcjabat yang ditunjuk paling
lama 2 (dua) Hari setelah menerima permintaan
sebagaimana dimaksud huruf a, melakukan koordinasi
dengan Panitera Mahkamah Agung tentang penghentian
Pelindungan Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat
kasasi/peninjauan kembali.

Dalam hkal hasil koordinasi sebagaimana dimaksud
huruf b diperlukan adanya penghentian Pelindungan
Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat
xasasi/peninjauan kembali, Panitera Mahkamah
Agung/pejabat yang ditunjuk membuat Surat
pernyataan persetujuan penghentian Pelindungan.
Panitera Mahkamah Agung/pejabat yang ditunjuk
paling lama 3 (tiga) Hari setelah hasil koordinasi
sebagaimana dimaksud huruf ¢, mengirimkan Surat
permintaan | penghentian Pelindungan Hakim dan
Aparatur Peradilar: tingkat kasasi/peninjauan kembali
fang bersifat .sangat rahasia kepada Kepala BNPT Cq.

Dcputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan
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dengan melampirkan Surat pernyataan persetujuan
penghentian Pelindungan secbagaimana dimaksud
dalam huruf c.
Surat permintaan penghentian Pelindungan
sebagaimana dimaksud huruf d paling sedikit memuat:
1) identitas subjek yang diberi Pelindungan vakni

memuat:

a) nama lengkap;

b) jenis kelamin;

c) alamat sesuai kartu tanda penduduk;

d) alamat tempat tinggal; dan

e) alamat tempat kerja.
2) alasan permintaan penghentian Pelindungan.
Dalam hal Pelindungan dihentikan berdasarkan
Permintaan, Panitera Mahkamah Agung/pejabat yang
ditunjuk paling lama 2 (dua) Hari setelah menerima
Surat penghentian pemberian Pelindungan dari BNPT,
memberitahukan Surat tersebut kepada Hakim dan
Aparatur Peradilan tingkat kasasi/peninjauan kembali
beserta Keluarga yang mendapatkan penghentian

Pelindungan.

2. Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat banding,tingkat

pertama.

a.

Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat banding, tingkat
pertama dapat mengajukan permintaan penghentian
Pelindungan kepada BNPT melalui Ketua/Kespala
Pengadilan.

Ketua/Kepala Pengadilan paling lama 2 (dua) Hari
setelah menerima permintaan sebagaimana dimaksud
huruf a, melakukan koordinasi dengaﬁ Panitera
Pengadilan tentang penghentian Pelindungan Hakim
dan Aparatur Peradilan tingkat banding,tingkat

pertama.
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Dalam hal hasil koordinasi sebagaimana dimaksud
huruf b diperlukan adanya penghentian Pelindungan
Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat banding/ tingkat
pertama, Panitera Pengadilan membuat Surat
pernyataan persetujuan penghentian Pelindur.gan.
Panitera Pengadilan paling lama 3 (tiga) Hari setelah
hasil koordinasi sebagaimana dimaksud huruf c,
mengirimkan Surat permintaan penghentian
Pelindungan Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat
banding/tingkat pertama yang bersifat sangzat rahasia
kepada Kepala BNPT Cq. Deputi Bidang Penindakan dan
Pembinaan Kemampuan dengan melampirkan Surat
pernyataan persetujuan penghentian Pelindungan
sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
Surat permintaan penghentian Pelindungan
sebagaimana dimaksud huruf d paling sedikit memuat:
1) identitas subjek yang diberi Pelindungan yakni

memuat :

a) nama lengkap;

b) jenis kelamin;

c) alamat sesuai kartu tanda penduduk;

d) alamat tempat tinggal; dan

e) alamat tempat kerja.
2) alasan permintaan penghentian Pelindungan.
Dalam hal Pelindungan dihentikan  berdasarkan
permintaan, Panitera Pengadilan paling lama 2 (dua)
Hari setelah menerima Surat penghentian pemberian
Pelindungan dari BNPT, memberitahukan Surat
tersebut kepada Hakim dan Ap:aratur Peradilan tingkat
banding/tingkat pertama beserta Kecluarga yang

mendapatkan penghentian Pelindungan.



B

<18

PENGHENTIAN BERDASARKAN PENILAIAN

L.

Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat kasasi/peninjauan

kembali.

a.

Panitera Mahkamah Agung melakukan koorcinasi
dengan BNPT terkait penghentian Pelindungan terhadap
Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat
kasasi/peninjauan kembali berdasarkan penilaian
Kepolisian Republik Indonesia dan BNPT.

Dalam hal Pelindungan dihentikan berdassrkan
penilaian Kepolisian Republik Indonesia dan ENPT,
Panitera Mahkamah Agung/pejabat yang ditunjuk
paling lama 2 (dua) Hari setelah menerima Surat
penghentian pemberian Pelindungan dari ENPT,
memberizahukan Surat tersebut kepada Hakim dan
Aparatur Peradilan tingkat kasasi/peninjauan kembali
berserta Keluarga yang mendapatkan pengaentian

Pelindungan.

Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat banding/tingkat

pertama.

a.

Panitera Pengadilan melakukan koordinasi dengan
BNPT terkait penghentian Pelindungan terhadap Hakim
dan Aparatur Peradilan tingkat banding/tingkat
pertama beserta keluarganya berdasarkan penilaian
Kepolisian Republik Indonesia darn BNPT.

Dalam hal Pelindungan dihentikan berdasarkan
peniiaian Kepolisian Republik Indonesia dan BNPT,
Panitera Pengadilan paling lama 2 (dua) Hari setelah
menerima Surat penghentian pemberian Pelindungan
dari BNPT, memberitahukan Surat tersebut kepada
Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat banding/tingkat
pertama berserta Kcluarga yang mendapatkan

penghentian Pelindungan.



VI.
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PELINDUNGAN KEMBALI

1

Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat kasasi/peninjauan

kembali.

a.

Dalam hal diperlukan, berdasarkan permintaan dari Hakim
dan Aparatur Peradilan tingkat kasasi/peninjauan kembali,
Pelindungan yang sudah dihentikan dapat dimintakan
kembali melalui Panitera Mahkamah Agung kepads BNPT.
Tata cara permintaan Pelindungan kembali dari Panitera
Mahkamah Agung kepada BNPT sebagaimana diatur- dalam
Bagian IV huruf A angka 1.

Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat banding/tingkat pertama.

a.

Dalam hal diperlukan, berdasarkan permintaan deri Hakim
dan Aparatur Peradilan tingkat banding/tingkat psrtama,
Pelindungan yang sudah dihentikan dapat dimintakan
kembali oleh Hakim dan Aparatur Peradilan beserta
keluarganya melalui Panitera Pengadilan kepada BNPT.

Tata cara permintaan Pelindungan Kembali dari Panitera
Pengadilan kepada BNPT sebagaimana diatur dalam Bagian

IV huruf A angka 2.

KERAHASIAAN IDENTITAS HAKIM DAN APARATUR PERADILAN YANG
MENGADILI PERKARA

Identitas Majelis Hakim dan Aparatur Peradilan yang langsung atau

tidak langsung menangani perkara tindak pidana terorisme dalam

semua ting<atan peradilan dirahasiakan dan tidak ditampilkan calam

Sistem Informasi Pengadilan.
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VIII. PENUTUP

Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.




Y.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 315 /KMA/SK/X/2022
TANGGAL : 24 Oktober 2022

FORMAT SURAT PELINDUNGAN HAKIM DAN APARATUR PERADILAN
BESERTA KELUARGANYA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
TERORISME

FORMULIR 1 : INFORMASI IDENTITAS HAKIM DAN APARATUR
PERADILAN/SUSUNAN PERSIDANGAN

KOP MAHKAMAH AGUNG/KOP PENGADILAN*)

nama tempat, tanggal surat dibuat

Nomor : (nomor surat)

Sifat : Sangat Rahasia

Lampiran: (banyaknya lampiran surat)

Hal : Informasi Identitas Hakim dan Aparatur Peradilan /Susunan
Persidangan

Yth. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Cqg. Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan
di tempat

Sehubungan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap Pe-kara
Nomor : .... atas nama Terdakwa/Terpidana/Narapidana® .............. (tulis
nama lengkap) dan dengan dasar Surat Penunjukan Majelis Hakim
Nomor... tanggal ...., sebagai berikut

Identitas Pimpinan: *

a. Nama Lengkap B! s R R SRS S B S s
NIP/NRP dan Pangkat R RORRRO
Jenis Kelamin T e e AR A S A NN A
Alamat sesuai KTP S R B R B R RS A A AR Mo a e e A
Alzirnzt. TeRBat BREEAl ¢ usmimimsimsyiiibsom s s s
Alamat empat et 5 cuniincimimimsmmmessmmenssntmmannssmsmmssmnams

c. Dan seterusnya

Identitas Hakim:

a. Nama Lengkap O ——
NIP/NRP dan Pangkat .................................... R SR
Jenis Kelamin USRS O
Alamat sesuai KTP e e B B R e S e




Alamnat teronal TEEEL ¢ mmcsrmerrin s AR PR SR s
Alamat tempal KOLIA 5 issvrssovervosarnmmss o sssms s e o s

. Dan seterusnya

Identitas Panitera/Panitera Pengganti / Aparatur Peradilan:

a. Nama Lengkap e e e sssronon e SRS ERTS
NIP/NRP dan Pangkat .........................................................
Jenis Kelamin TV USSR ———
Alamat sesuai KTP Y N S i e SRS NSRS
Aaanst eRpal DRIl © . e i rsiie ciissise i A R
Alarnat tenpRE REVIE 5 commenromsssossemsnmssiisss iy SR

b. ......

c. Dan seterusnya

Demikian disampaikan untuk dapat menjadi perhatian dalam rengka
analisa potensi ancaman terhadap Hakim dan Aparatur Peradilan dan
sebagai bahan masukan dalam koordinasi pemberian Pelindungan

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Panitera Mahkamah Agungy
Panizera Pengadilan,

Nama Jelas,
NIP/NRP

Tembusan:
— Majelis Hakim yang mengadili Perkara / Aparatur Peradilan

.................................

Catatan:
*) pilih sesuai dengan keadaan
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“ORMULIR 2 : INFORMASI IDENTITAS HAKIM DAN APARATUR
PERADILAN BESERTA KELUARGANYA

KOP MAHKAMAH AGUNG/KOP PENGADILAN*

nama tempat, tanggal surat dibuat

Nomor : (nomor surat)

Sifat : Sangat Rahasia

—ampiran: (banyaknya lampiran surat)

al : Informasi Identitas Hakim dan Aparatur Peradilan/Susunan
Persidangan

Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tindak Pidana Terorisme Nomor:
....... /Aparatur Peradilan®
di tempat

Sehubungan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap Pe-kara
Nomor : .... atas nama Terdakwa/Terpidana/Narapidana® .............. (tulis
nama lengkap) dan Surat Penunjukan Majelis Hakim Nomor... tanggal ....,

antuk kepentingan Pelindungan diperlukan informasi identitas pihak
sebagai berikut:

a. Identitas Hakim / Aparatur Peradilan®

Nama Lengkap S O
NIP/NRP dan Pangkat —© ..........ooooiiiiiiiieiiie e
NIK R B ke A S i SR
Jenis Kelamin S D Y S S S A S e s S s s
Alamat sesuai KTP e
Alamat tempat tinggal ..o
Alamat tempat kerja D U ——

b. Identitas Keluarga (istri/suami)®

Nama Lengkap S s T S S T B e SPTES
NIK S A A e i S B A SRS
Pekerjaan B 0 A R o A B SR AT A
Alamat sesuai KTP G A R S AR A A S e s S e KA
Alainal tempat BngEal .o missimssommes o ———
Alamat tempat kerja S A e R SR simm el e s

c. Identitas keluarga (anak)*

Nama Lengkap - ——
L e e T e R R b B
Pekerjaan - ——

Alamat sesuai KTP R ety S A S e e S s
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RISRAE ROl HHHIRL ;| .ot ey —
Alamat tempat Kerja @ .o
d. Identitas keluarga (orang-orang yang tinggal serumah)*)
Nama Lengkap :
NIK
Pekerjaan
Alemat segani KTF 3 canmeamemssiisme sie e s i i i nasas
Alamat tempat Hogpal & .csvmsesivoms sy o P ——
Alamat tempat kerja

..........................................................

..........................................................

.........................................................

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Panitera Mahkamah Agung/
Panitera Pengadilan®,

Nama Jelas,
NIP/NRP

Tembusan:

................................

Catatsn:
*) pilih sesuai dengan keadaan
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FORMULIR 3. : SURAT PERMINTAAN PELINDUNGAN HAKIM DAN
APARATUR PERADILAN

KOP MAHKAMAH AGUNG/KOP PENGADILAN*

nama tempat, tanggal surat dibuat

Nomor : (nomor surat)

Sifat : Sangat Rahasia
Lampiran: (banyaknya lampiran surat)
Hal : Surat Permintaan Pelindungan Hakim dan Aparatur Peradilan

beserta Keluarganya*)

Yth. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Cq. Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan
di tempat

Sehubungan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap Pe-kara
Nomor : .... atas nama Tercakwa/Terpidana/Narapidana®* .............. (tulis
nama lengkap) dan dengan dasar Surat Penunjukan Majelis Hakim
Nomor... tanggal ...., meminta Pelindungan atas:

a. Identitas Hakim / Aparatur Peradilan®

Nama Lengkap N A S A AR e e SN
NIP/NRP dan Pangkat —© ........oooooiiiiiiiiiiiiieeeee e
NIK ) oot et R A R VR SRR
Jenis Kelamin e eone o SN e s
Alamat sesuai KTP O S
Alamat tempat tinggal  : .......ooieiiei, B RN A B e
Alamat tempat kerja <

b. Identitas Keluarga (istri/suami)*

Nama Lengkap T m——
NIK 5L e S e S A S R S R
Pekerjaan S —
Alamat sesuai KTP S e N R SRR
Alamat tempat tinggal ...
Alamat tempat kerja DT s o Ao oA A S s

c. Identitas ke]uérga (anak)*

Nama Lengkap T et
NIK ' G R A TSR s e s mi e T PR AR R
Pekerjaan T TN,
Alamat sesuai KTP D e S S R S R SR R
Alamat tempat tinggal  : .......ooiiiii e

Alamat tempat kerja A S —
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d. Identitas keluarga (orang-orang yang tinggal serumah)*)

Nama Lengkap S vonsietsa oo SRR K AR ST
NIK - P SRS R SO e
Pekerjaan N S R AR S S AR SR S AR A
Alamat sesuai KTP B e AR R A T SRR S
Alganal tempat BRgHE] & ....cvwemmmmemasarsmssnsssanenss sin st s SeaiE
Alamat tempat kerja T — TR

e. Identitas keluarga (anggota keluarga lainnya)?*)

Nama Lengkap Y, aemmmmesmn il SRR SO SRS KR ORI
NIK B R S A S I
Pekerjaan N ARPE=S LA SN e e TS P Ep—
Alamat sesuai KTP B N A A S G AT R AR
Alznnat EMPAL tMFPRL 7 o s SRS s e
Alamat tempat kerja S nmmscm el o R R e

Adapun Pelindungan dimintakan dengan alasan/potensi ancaman
antara lain:

1. Pengancaman langsung;

2. Pengancaman melalui sarana komunikasi;

Dy Erseseneres T :

4. dan seterusnya.

Oleh karena itu, mohon untuk dapat memberikan Pelindungan dalam
bentuk ... untuk jangka waktu ........... terhadap para pihak tersebuf
di atas.

Atas perhatian dan keria samanya, diucapkan terima kasih.

Panitera Mahkamah Agunz/
Panitera Pengadilan®),

Nama Jelas,
NIP/NRP

Tembusan:

Catatan:
*) pilih sesuai dengan keadaan
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FORMULIR 4. : SURAT PEMBERITAHUAN TENTANG PEMBERIAN
PELINDUNGAN MENDESAK

nama tempat, tanggal surat dibuat

Nomor : (nomor surat)

Sifat : Sangat Rahasia

Lampiran: (banyaknya lampiran surat)

Hal : Pemberitahuan Permintaan dan Pemberian Pelindungan
Mendesak

Yth. Ketua Mahkamah Agung R.I. / Ketua/Kepala Pengadilan®
di tempat

Berdasarkan Surat Penunjukan Majelis Hakim Nomor... tanggal .... ,
Hakim dan Aparatur Peradilan dengan identitas sebagai berikut:

Nama Lezngkap R CUPR R ————_ S
NIETNRE gan PAEOBEEE 5 s imssrsmss s irassimsrss s aasmos svaas s
NIK T ———
Jenis Kelamin G S S R SR S S R A N S S AR SRR
Alamat sesuai KTP T
Algmal teenpet TRl 5 snesimrarins s RS SR SR
Alamat tempat kerja } S s R e S Y A R S S R e

telah ditunjuk sebagai Hakim dan Aparatur Peradilan yang memeriksa
perkara tindax pidana Terorisme Nomor : ... atas nama
Terdakwa/Terpidana/Narapidana?®) ....... —— (tulis nama lengkap). dalam
hal Pelindungar: telah dihentikan® tetapi karena terdapat ancaman yang
sudah nyata can membahayakan fisik dan mental, telah meminta
Pelindungan secara langsung ke BNPT melalui call center Pelindungan
BNPT atas nama:

a. lIdentitas Hakim / Aparatur Peradilan®

Nama Lengkap T S S S S A S
NIPINEE gl PEIREIOEE. 7 .ovvamoumansmsimnmmmmamis i G i s s e
NIK kR N AN A S TR AR AR
Jenis Kelamin R R S S R R R A A RS S SE A RES
Alamat sesuai KTP 0 o R A S S N S SRS S SR
Alsmmat termpat Hoegal 1 cesssssnmunsanasssrssseT ks s
Alamat empat kerja B s O A A A S N R SR SR S A
b. Identitas Keluarga (istri/suami)*)
Nama Lengkap B e e o o R ST
NIK B s B S e e e R R R R
Pekerjaan B s S S T N e S S A A AR S
Alamat sesuai KTP TR Py o SRS F R SO e
Alamat JEmpaEt HRgeal | ...ovcommmmmssssemsanesssnnarsnsansnysnsas i snes

Alamat ~empat kerja ¥ e AR S e AR AR




_08-

c. Identitas keluarga (anak)®

Nama Lengkap T T I
NIK R RS A s SR Y S ap SRS
Pekerjaan L
Alamat sesuai KTP T i s e S ARG, SR
Alamat tempat tinggal  : .........ccoooiiii e e
Alamat tempat kerja E e s S S S Y S Y SRR SRR

d. Identitas keluarga (orang-orang yang tinggal serumah)*

Nama Lengkap S
NIK S e R S T TR R A SN b me A S S
Pekerjaan D i R S AN s e
Alamat sesuai KTP A
Alamat tempat tinggal  : ........cooiiiiii e
Alamat temgat kerja E oo R A SR A TN

e. Identitas keluarga (anggota keluarga lainnya)*

Nama Lengkap O
NIK O R R R S e A B P AN PSR S50
Pekerjaan A S e e AR AR
Alamat sesuai KTP i T
Alamat tempat tinggal  : ..o
Alamat tempat kerja T SR S O SV Y W
Telah mendapatkan Pelindungan dalam bentuk........ untuk jangkes waktu

............

Demikian Surat pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan
perkenannya, diucapkan terima kasih.

Hakim/Aparatur Peradilan,

Nama Jelas,
NIP/NRP

Catatan:
*l pilih sesuai dengan keadaan
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FORMULIR 5. : SURAT PERMINTAAN PERSETUJUAN PEMBERIAN
PELINDUNGAN MENDESAK

KOP MAHKAMAH AGUNG/KOP PENGADILAN%

nama tempat, tanggal surat dibuat

Nomor : (nomor surat)

Sifat : Sangat Rahasia
Lampiran: (banyaknya lempiran surat)
Hal : Surat Permintaan Persetujuan Pemberian Pelindungan

Yth. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Cq. Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan
di tempat

Sehubungan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap Perkara
Nomor : .... atas nama Terdakwa/Terpidana/Narapidana*) .............. (tulis
nama lengkap) dan Surat Pemberitahuan Permintaan dan Pemberian
“elindungan Mendesak tanggal ...., telah dilakukan Pelindungan karena
alasan mendesak atas:

a. Identitas Hakim / Aparatur Peradilan®

Nama Lengkap e R S R R SV R Y
NIP/NRP dan Pangkat ..o
NIK B SRR 43255 S B A TR R
Jenis Kelamin S R N A SR S o e L S AR
Alamat sesuai KTP A E—
Alatnat tempal Huggal 1 o e it s snssmns
Alamat tempat kerja T m——

b. Identitas Keluarga (istri/suami)*

Nama Lengkap B} e st AT A
NIK T BT e R ET ME SOE
Pekerjaan O,
Alamat sesuai KTP Y T . T e SRR
Alamat tempat tinggal ... B
Alamat tempat kerja R AR S SRR A s RS

c. Identitas keluarga (anak)*

Nama Lengkap T e ———
NIK B oo s S R SRS
Pekerjaan e o o s ol L O O LB,
Alamat sesuai KTP = —
Alamat tempat tnggal ...

Alamat tempat kerja A
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d. Identitas keluarga (:)rang orang yang tinggal serumah)?*)

| Nama Lengkap B o A R A
J NIK 1 e e T R O S e R S R S
| Pekerjaan 0 e oo g 5 55N TS
i Alamat sesuai KTP T A DA e i e e A A Ao e
i Alaihat tempat tINgEal 7 wosovmmssmsnes s s a5 i i sme e s
| Alamat tempat kerja b s e A A S R A A R

e. Identitas keluarga (anggota keluarga lainnya)*

Nama Lengkap S, s
NIK | R R R SR A s e eionm s momaae  R m RE
Pekerjaan G S R T AT SRR s mm s e RS
Alama< sesuai KTP R S S S RS S SRS g
Alamar tempat tingg@al : ......oiiiiiiii e
Alamaz: tempat kerja  : .,

Oleh karena Pelindungan telah dilakukan maka mchon untuk dapat

memberikan persetujuan atas Pelindungan dalam bentuk........ untuk
jangka waktu ............ terhadap para pihak tersebut di atas.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Panitera Mahkamah Agung/
Panitera Pengadilan?®),

i
Nama Jeias,
NIP/NRP
Temkbiusan:
Catatan:

*I pilih sesuai dengan keadaan

L




.

LAMPIRAN IIl : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAE AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 315 /KMA/SK/X/2C22
TANGGAL : 24 Oktober 2022

FORMAT SURAT PENGHENTIAN PELINDUNGAN HAKIM DAN AFARATUR
PERADILAN BESERTA KELUARGANYA DALAM PERKARA TINDAK 2IDANA
TERORISME

FORMULIR 6. : SURAT PERMINTAAN PENGHENTIAN PELINDUNGAN

nama tempat, tanggal sura- dibuat

Sifat : Sangat Rahasia
Lampiran: (banyaknya lampiran surat)
Hal : Permintaan Penghentian Pelindungan

Yth. Ketua Mahkamah Agur.g R.I. / Ketua/Kepala Pengadilan®
di tempat

Sehubungan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap Perkara
Nomor : .... atas nama Terdakwa/Terpidana/Narapidana®) ........ ..... (tulis
nama lengkap dan berdasarkan Surat Pelaksanaan Femberian
Pelindungan Nomor .... Targgal .... telah diberikan Pelindungan kepada
atas nama:

a. Identitas Hakim / Aparatur Peradilan®

Nama Lengkap S N T R T R0 o i PR R P AR LS
NIP/NRP dan Pangkal | .cosssusssmiimiiiiiomm sammmmmmmssssmmsm s
NIK S A SRR St h o e R SO AN
Jenis Kelamin R A S R ST ER A RO AR b Ao s acH e
Alamat sesuai KTP L ———
Alamat tempat tinggal @ ..o
Alamat tempat kerja o OO SO ——
b. Identitas Keluarga (istri/suami)*
Nama Lengkap B oot e R A A T TSRS
NIK I S
Pekerjaan R R B A A e s o A SR RPN
Alamat sesuai KTP b e R S R SR AR B b R A s s
Alamat tempat tinggal  © ..o
Alamat tempat kerja PSS
c. Identitas keluarga (anak)*
Nama Lengkap D e A R A R RS SR
NIK = =R T NN .Y
Pekerjaan AR momcr e o 001 A A b OB

Alamat sesuai KTP D T R R e R A A B MRS OG0
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Alarnat tempat Hnggal 1w ——————
Alamat tempat kerja 3 s R R R S T RS AR S s

! d. Identitas keluarga (orang-orang yang tinggal serumah)*

' Nama Lengkap S ——
NIK e T el e ST s T BN
Pekerjaan U —
Alamat sesuai KTP R TS U N ki ommem e T R T SRR R
Alamat tempat tinggal  © .....ooiiiiii e
Alamat tempat kerja e S S S A

e. Identitas keluarga (anggota keluarga lainnya)*)
Nama Lengkap T T el e e, PR SO oot
NI e
Pekerjaan R R e e B
Alamat sesuai KTP T
Alamat tempat tinggal  : ...
Alamat tempat kerja R e R R T A R R A

Dengan ini mohon penghentian Pelindungan dengan alasan:

1.
2o rnrmemr reseeesss s
3. dan seterusnya.

Atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.
Hakim/Aparatur Peradilan®,

Nama Jelas,
NIP/NRP

Catatan:
* pilih sesuai dengan keadaan
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FORMULIR 7. SURAT PERSETUJUAN PENGHENTIAN PELINDUNGAN

KOP MAHKAMAH AGUNG/KOP PENGADILAN*

nama tempat, tanggal surat dibuat

Nomor : (nomor surat)

Sifat : Sangat Rahasia

Lampiran: (banyaknya lampiran surat)

Hal : Sura: Persetujuan Penghentian Pelindungan

Sehubungan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap Perkara
Nomor : .... atas nama Terdakwa/Terpidana/Narapidana®) .............. (tulis
nama lengkap) dan berdasarkan Surat Pelaksanaan Pemterian

Pelindungan Nomor .... Tanggal .... telah diberikan Pelindungan kepada
atas nama:

1. Hakim / Aparatur Peradilan®
a. Idertitas

Nama Lengkap R —
NIP,/NRP dan Pangkat TG —
NIK R T R KB S T e TP T
Jenis Kelam:n T P R S
Alamat sesuai KTP G R T R R R TR AR
Alamat tempat tinggal 2w R S S AR RUNE e
Alamat tempat kerja T TT—

b. Idertitas Keluarga (1str1/suam1) }

Nama Lengkap 2 o 00 A S AR S
NIK S
Pckerjaan S T, S T T S Y BRI
Alamat sesuai KTP N R e
Alamat tempat tinggal RTINS R e
Alamat tempat kerja U

c. Identitas keluarga [anak]*)

Nama Lengkap - S ——
NIK G T T I IR =y
Pekerjaan B e s e
Alamat sesuai KTP B O e A e i O W el
Alamat tempat tinggal oA BRI RS BRANS
Alamat tempat kerja R T P P

d. Identitas keluarga (orang- orang yang tinggal serumah)*
Nama Lengkap R R SRR R HE A SR B AR A RS AR

BIC e e e B A e s s
Pekerjaan e R S S R S S R N S
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Alamat sesuai KTP R o
Alamat tempat tinggal S R AR S s bR AR
Alamat tempat kerja S R R A R RS AR
e. Identitas keluarga (anggota keluarga lainnya)*
Nama Lengkap T R P S RS AR SR
NIK B B S e D A R e e R s
Pekerjaan a5 A A A AR AL
Alamat sesuai KTP £ T T T % e SEREER e SRR o N
Alamat tempat tinggal o
Alamat tempat kerja R S S e R RO S

2. Setelah memperhatikan permohonan dan alasan permintaan
penghentian Pelindungan dari Hakim dan Aparatur Perzdilan
tanggal .....

D

4. dan seterusnya.

Kami menyetujui terhadap identitas tersebut di atas dilakukan
penghentian Pzlindungan. Demikian Surat pernyataan persetujuan
penghentian Pelindungan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitera Mahkamah Agung/
Panitera Pengadilan*

Nama Jelas,
NIP/NRP

Catatan:
*l pilih sesuai dengan keadaan
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FORMULIR 8. : SURAT PERMINTAAN PENGHENTIAN PELINCUNGAN
HAKIM DAN APARATUR PERADILAN

KOP MAHKAMAH AGUNG/KOP PENGADILAN%*

nama tempat, tanggal surat dibuat

Nomor : (nomor surat)

Sifat : Sangat Rahasia
Lampiran: (banvaknya lampiran surat)
Hal : Sura: Permintaan Penghentian Pelindungan

Y:h. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Tercrisme
Cq. Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan
di tempat

Sehubungan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap Perkara
Nomor : .... atas nama Terdakwa/Terpidana/Narapidana®) .............. (tulis
nama lengkap) dan Dberdasarkan Surat Pelaksanaan Pemberian
Pelindungan Nemor .... Tanggal .... telah diberixan Pelindungan kepada
atas nama:

1. Hakim / Aparatur Peradilan®
a. Identitas

Nama Lengkap T TR T e e O TR o e SIS
NIP/NRP dan Pangkat T e A RIS RS R RIS
NIK R TETE—
Jenis Kelamin T R A R B T R A R Mo
Alamat sesuai KTP T ————
Alamat tempat tinggal B ot e ool il SR TR .
Alamat tempat kerja B e s e

b. Idertitas Keluarga (istri/suami)®

Nama Lengkap ooy s VUL =~ JU== BN ==
NIK R BRSNS A S s Sl E SRl
Pekerjaan T
Alamat sesuai KTP R —
Alamat tempat tinggal T ——
Alamat tempat kerja } e RS R AR R R

c. Identitas keluarga (anak)®

Nama Lengkap < O —
NIK oo T TR M e e S R I
Pekerjaan UL
Alamat sesuai KTP o TN T . SO, ERE R
Karat tempat Hagpal 1§ coussmimsiimesisseisssnmanmmssmensmmssss

Alamat tempat kerja S A R N SR R AR SR
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d. Identitas keluarga (orang-orang yang tinggal serumah)*

Nama Lengkap § A R R S A S R
NIK R ——
Pekerjaan M= = 2= S SRR =
Alamat sesuai KTP B s AL SRR WS
Alamat tempat tinggal B, e D S ST, . SRS, OO I
Alamat tempat kerja R g

e. Identitas keluarga (anggota keluarga lainnya)*

Nama Lengkap S R S S R SRR
NIK 2 S S .
Pekerjaan B A AR R O A SRR SR U
Alamat sesuai KTP - IR SR S Tt
Alamat tempat zinggal R
Alamat tempat <erja o TR TSN P S TN S T S0 SR

S ——
3. dan seterusnya.

Adapun permintaan penghentian Pelindungan dengan alasan:
B e e e i

3. dan seterusnya.

terhadap identitas tersebut di atas.
Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Panitera Mahkamah Agung/
Panitera Pengadilan®),

Nama Jelas,
NIP/NRP

Tembusan:

Catatan:
* pilih sestai dengan keadaan

Oleh karena itu, mohon untuk dapat menghentikan Pelindungan




